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Penelitian bermaksud melakukan pengkajian mengenai manfaat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
dalam penegakan peraturan daerah (perda) dalam kaitannya dengan keberadaan PPNS sebagai suatu
subsistem dari sistem peradilan pidana (criminal justice system), kemudian mengadakan perbandingan
manfaat PPNS tersebut pada beberapa pemerintah daerah. Permasalahan penelitian ini adalah mengenai
manfaat PPNS dalam penegakan hukum terhadap perda dan perbandingannya antara Propinsi Dati |
Lampung dengan DI Y ogyakarta dan Dati | Jawa Tengah, serta faktor yang mendukung dan menghambat
manfaat PPNS dalam penegakan perda. Penelitian bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan
sosio-legal. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian |apangan dan kepustakaan dengan instrumen
daftar pertanyaan (kuesioner), wawancara (intervieu), dan dokumen. Analisis data dilakukan digunakan
analisis kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian adalah (1) Keberadaan PPNS sangat diperlukan dalam penegakan hukum pidana,
khususnya dalam lingkup bidang tugasnya yang bersifat spesifik dan teknis. (2) Manfaat PPNS dalam
penegakan perdaterlihat dari adanya peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap perda serta efektivitas dan
efisiens penyelenggaraan peradilan pidana. (3) Untuk mencapai manfaat yang optimal dari PPNS,
diperlukan adanya dua macam pola pelaksanaan kegiatan PPNS yang meliputi Pola Pelaksanaan Pembinaan
dan Operasi Penegakan Perda oleh PPNS di lingkungan pemerintah daerah. Pada Pemerintah Dati |
Lampung dan Pemerintah Dati | Jawa Tengah pola pelaksanaan pembinaan dan operasi tersebut kurang
diatur sehingga manfaat PPNS kurang berjalan sebagaimana mestinya. Adapun pada Pemerintah DI

Y ogyakarta diatur kedua pola tersebut, sehingga menghasilkan penegakan perda yang efektif dan efisien. (4)
Faktor penghambat penegakan perda oleh PPNS adalah: Adanya keterbatasan wewenang PPNS, kurangnya
dukungan atasan terhadap PPNS, kurangnya perencanaan, koordinasi dan petunjuk-petunjuk teknis
operasional, kurangnya penguasaan mengenal penyidikan, kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang
operasional PPNS, terbatasnya jumlah PPNS, dan PPNS tidak/belum mendapat tunjangan khusus, (5) Faktor
pendukungnya adalah adanya legitimasi hukum terhadap pel aksanaan tugas dan wewenang PPNS dan
adanya koordinasi dan pengawasan dari Penyidik Polri terhadap PPNS di lingkungan pemerintah daerah
dalam penyelenggaraan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pelanggaran perda.
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